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PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG
Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan Pembangunan Daerah disusun melalui 4 Pendekatan yaitu Politik (penjabaran dari agenda-agenda pembangunanyangditawarkan KDH terpilih), Teknokratik (menggunakan metoda dan kerangka pikir ilmiah), Partisipatif (melibatkan semua pemangkukepentingan) dan  Top down & Bottom Up (diselaraskan melalui musyawarah nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam   tahapan   penyusunan   Rencana   Anggaran   Pendapatan   dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari RKPD, Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 
Sebagaimana maksud dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi RKPD Tahun 2015, RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemeritah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat .  
Acuan dalam penyusunan RKPD Tahun 2016 adalah Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas Pembangunan Propinsi dan hasil evaluasi Pelaksanaan RKPD tahun lalu. Dari kedua prioritas tersebut disusun prioritas pembangunan daerah Tahun 2016 berdasarkan pada permasalahan daerah yang dihadapi tahun sebelumnya dan kemungkinan tantangan yang akan dihadapi daerah pada Tahun 2016. Berdasarkan prioritas pembangunan daerah tersebut dijabarkan sasaran, arah kebijakan dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2016.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN
Dalam penyusunan RKPD peraturan/perundangan yang digunakan sebagai dasar hukum adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59  Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  54 tahun 2010 tentang Pelaksanaaan Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi RKPD tahun 2015;
11. Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015;
12. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2001 tentang Visi Dan Misi Kota Sawahlunto;
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sawahlunto 2012-2032;
14. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang RPJPD Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Nomor  17 tahun 2013 tentang  RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018.

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN
Dalam penyusunan RKPD 2016 berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan lainnya, seperti rencana tata ruang rencana pembangunan jangka menengah provinsi, rencana pembangunan jangka panjang provinsi serta memperhatikan RPJP dan RPJM Nasional. Di samping itu, RKPD Provinsi  Sumatera Barat ini disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi  yang  dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi kinerja pembangunan 2 (dua) tahun sebelumnya serta isu-isu strategis yang berkembang.
Dokumen RKPD ini tidak dapat dipisahkan dengan dokumen perencanaan lainnya berdasarkan kerangka waktu, yaitu (1) Rencana Jangka Panjang Daerah (20 tahun), (2) Rencana Jangka Menengah  Daerah (5 tahun). Secara substansi, keberadaan RKPD membentuk keterkaitan secara hierarkis dengan RPJP Nasional 2005-2025, RPJM Nasional 2010-2014, RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2005-2025, RPJPD Kota Sawahlunto 2005-2025, RPJMD Provinsi Sumatera Barat  2010-2015 dan RPJMD Kota Sawahlunto 2013-2018. Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Hubungan Dokumen tersebut dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:




Gambar 1.1. Hubungan Antar Dokumen 
(UU 17/2003; UU 25/2004; PP 8/2008)
1.4 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I  	PENDAHULUAN
Memuat gambaran umum tentang penyusunan RKPD yang meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen RKPD serta maksud dan tujuan.
BAB II 	EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Memuat evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan, sedangkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang kondisi geografi, demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan permasalahan pembangunan.
BAB. III	RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
BAB. IV	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Memuat secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategi dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.
BAB.V 	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
Memuat tentang rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.
BAB. VI	PENUTUP
Memuat harapan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan guna terlaksananya kegiatan pembangunan daerah tahun 2016.

1.5 MAKSUD DAN TUJUAN
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sawahlunto Tahun 2016 disusun dengan maksud untuk mengintegrasikan program–program pembangunan daerah pada Tahun 2016 dalam rangka melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018. Dengan melihat muatan yang ada pada RKPD, maka program-program pembangunan daerah yang tertuang dalam RKPD merupakan upaya - upaya yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi pembangunan daerah sebagaimana RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018.
Adapun tujuan penyusunan  RKPD Tahun 2016 adalah:
1. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah Tahun 2016.
2. Mewujudkan sinkronisasi rencana kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun masyarakat dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah.
3. Menyediakan rujukan utama atau acuan dalam penyusunan rancangan APBD.
4. Mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan dan penganggaran kegiatan pembangunan daerah tahunan.
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